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	Capaian Pembelajaran (CP)
	CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK       

	
	CPL1
SIKAP
	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 

	
	CPL2
KETRAMPILAN UMUM
	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa

	
	CPL3

KETRAMPILAN KHUSUS
	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global; 


	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)


	
	CPMK
	a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang Hukum kepailitan dan jaminan Perdata dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi

	
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

	
	Sub-CPMK
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Ruang Lingkup, Asas – Asas dan Teori Hukum Kepailitan. 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami peraturan perundang – undangan yang terkait dengan Hukum Kepailitan. 

3. Mahasiswa mampu memahami Jenis-jenis surat berharga dan karakteristiknya serta mampu memahami mengenai kepailitan, 

landasan hukum, tujuan dan objek kepailitan. 

4. Mahasiswa  mampu  mengaplikasikan  pemahaman  teoritis  mengenai  kepailitan  serta  implementasinya  pada  perkembangan 

terkini di dunia bisnis. 

5. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena dan perkembangan terkini terkait aspek hukum kepailitan. 

6. Mampu menyelesaikan permasalahan di bidang  hukum kepailitan dan membuat legal opinion bidang hukum kepailitan.

	Deskripsi Singkat MK
	Pada  mata  kuliah  ini  mahasiswa  mempelajari  tentang  kepailitan  yang  mecakup  landasan  hukum,  pengertian  dan  kepailitan  dalam  kerangka 

teoritis  dan  praktik  juga  dibahas  mengenai  perkembangan  hukum  dan  problematika  hukum  dalam  praktik  terkait  kepailitan.  Mahasiswa  juga 

akan mempelajari mengenai perbedaan antara kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

	Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
	1. Kontrak Kuliah 
2. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia; 
3. Dasar Hukum, Pengertian

4. Tujuan Hukum Kepailitan; 
5. Asas-asas, syarat-syarat dan prosedur dalam permohonan pailit; 
6. Putusan Pernyataan Pailit dan Daya Eksekusinya, serta upaya hukum; 
7. Akibat Terhadap Penyataan Pailit; Perdamaian;  Harta Pailit, Kurator dan Hakim Pengawas;  
8. Ujian Tengah Semester

9. Pencocokan Utang, Kedudukan Hak Jaminan dalam kepailitan dan Actio Pauliana; 
10. Status Hukum Debitor Setelah Pemberesan Utang; 
11. Pengertian, dasar hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); 
12. Syarat-syarat dan prosedur permohonan PKPU; 
13. Akibat hukum terhadap PKPU; 
14. Perdamaian dalam PKPU; 
15. Berakhirnya PKPU.
16. Ujian Akhir Semester

	Pustaka
	
	
	

	
	Daftar Referensi:

1. Daniel Suryana, Hukum Kepailitan, Bandung, Pustaka Sutra, 2007 

2. Man S. Sastrawidjaya, Hukum Kepailitan dan PKPU, Bandung, Alumni, 2006 

3. Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor dalam Perkara Kepailitan), Bandung, PT. Keni, 2019 

4. Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Jakarta, Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2002 

5. Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

6. Kitab Undang Undang Hukum Dagang 

7. Undang Undan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU

	
	Pendukung :

	
	Kitab Undang-undang Hukum Perdata



	Dosen Pengampu
	

	Matakuliah syarat
	Hukum Kepailitan dan jaminan 

	Minggu Ke-
	Sub-CPMK

(Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)
	Penilaian
	Bentuk Pembelajaran,

Metode Pembelajaran, 

Penugasan Mahasiswa,

 [ Estimasi Waktu]
	Materi Pembelajaran

[Pustaka]
	Bobot Penilaian (%)

	
	
	Indikator
	Kriteria & Bentuk
	Luring (offline)
	Daring (online)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1 
	Sub-CPMK-1:

Mengetahui dan 

memahami RPS mata  kuliah Hukum Kepailitan yang akan ditempuh dalam satu 

semester, serta siap untuk mengikutinya 

dengan baik, 

memahami materi-  materi pengantar 

Hukum Kepailitan
	· Mahasiswa 

mampu 

memahami 

RPS Hukum 

Kepailitan,

· Mahasiswa 

mampu 

memahami 

materi 

Hukum 

Kepailitan 
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	  a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan

platform media lainnya.



	Pengantar materi perkuliahan Hukum Kepailitan
	15 %

	2 
	Sub-CPMK-2:

Mengetahui dan 

memahami RPS mata  kuliah Hukum Kepailitan yang akan ditempuh dalam satu 

semester, serta siap untuk mengikutinya 

dengan baik, 

memahami materi-  materi pengantar 

Hukum Kepailitan
	· Mahasiswa 

mampu 

memahami 

RPS Hukum 

Kepailitan,

· Mahasiswa 

mampu 

memahami 

materi 

Hukum 

Kepailitan 
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	  a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan

platform media lainnya.



	Pengantar materi perkuliahan Hukum Kepailitan
	10 %

	3
	Sub-CPMK-2:

Mahasiswa mampu Mengetahui & 

memahami Sejarah  Hukum Kepailitan di 

Indonesia, mulai dari  pengaturan dalam FV, 

Perpu No. 1/1998, UU 

No. 4/1998 dan UU  No. 37/2004 

	· mampu 

memahami 

sejarah 

perkembangan 

Hukum 

Kepailitan di 

Indonesia.
· mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

dasar hukum, 

pengertian dan 

tujuan hukum 

kepailitan
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	  a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan

platform media lainnya.
	· Sejarah 

perkembangan 

Hukum 

Kepailitan di 

Indonesia
· Dasar hukum, pengertian dan  tujuan hukum kepailitan
	10 %

	4
	Sub-CPMK-3

Mahasiswa mampu Mengetahui dan 

memahami  memahami dasar  hukum, pengertian 

dan tujuan Hukum Kepailitan
	mampu memahami dan menjelaskan 

dasar hukum, 

pengertian dan 

tujuan hukum 

kepailitan
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan

platform media lainnya
	Dasar hukum, pengertian dan  tujuan hukum kepailitan
	10 %

	5 
	Sub-CPMK-5:

Mahasiswa mampu Mengetahui dan 

memahami Asas-asas,  syarasyarat dan prosedur dalam 

permohonan pailit

	· menjelaskan 

asas-asas, 

syarat-syarat 

dan prosedur 

dalam 

permohonan 

pailit

	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Asas-asas, syarat-syarat dan prosedur dalam permohonan pailit

	10 %

	6
	Sub-CPMK-6:

Mahasiswa mampu Mengetahui dan 

memahami Putusan 

Pernyataan Pailit dan  Daya Eksekusinya, 

serta upaya hukum.
	· putusan 

pernyataan 

pailit, 

memahami 

tentang daya 

eksekusi 

kepailitan serta 

memahami 

bagaimana 

upaya hukum yang bisa 

dilakukan
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Putusan penyataan pailit; daya 

eksekusi; upayaukum
	5%

	7
	Sub-CPMK-7
Mahasiswa mampu Mengetahui dan 

memahami serta 

analisis Akibat 

Terhadap Penyataan 

Pailit; Perdamaian dan mengetahu 
	· menganalisis 

akibat terhadap 

pernyataan 

pailit, perdamaian 

serta menganalis 

kasus dalam 

praktik

	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	 a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Akibat terhadap pernyataan 

putusan pailit dam masalah 

perdamaian
	5 %

	8
	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester
	

	9
	Sub-CPMK-9
Mahasiswa mampu Mengetahui dan
memahami tentang 

keberadaan Harta 

pailit, Kurator dan Hakim Pengawas
	menjelaskan 

mengenai harta 

pailit, tugas 

kurator dan 

hakim pengawa
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Harta pailit, Kurator dan 

Hakim Pengawas
	5%

	10
	Sub-CPMK-10
Mahasiswa mampu menguraikan Mengetahui dan 

memahami mengenai 

Status Hukum Debitor 

Setelah Pemberesan 

Utan 

	-menjelaskan 

tentang status 

hukum Debitor 

setelah Pemberesan 

Utang
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Status Hukum Debitor Setelah 

Pemberesan Utang.

	5 %

	11
	Sub-CPMK-11
Mahasiswa mampu Mengetahui dan 

memahami tentang 

Pengertian, dasar 

hukum Penundaan 

Kewajiban 

Pembayaran Utang 

(PKPU)
	
menjelaskan 

pengertian, 

dasar hukum 

tentang 

Penundaan 

Kewajiban 

Pembayaran 

Utang (PKPU)
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Pengertian dan dasar hukum 

PKPU10
	5%

	12 
	Sub-CPMK-12:

 Mahasiswa mampu Mengetahui dan 

memahami tentang 

Syarat-syarat dan 

prosedur permohonan 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 

(PKPU)

	-menjelaskan 

tentang syarat-

syarat-syarat 

dan prosedur 

permohonan PKPU

	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Syarat-syarat dan prosedur 

permohonan PKPU

	5 %

	13
	Sub-CPMK-13:

 Mahasiswa mampu
Mengetahui dan 

Memahami tentang 

akibat hukum 

terhadap Penundaan 

Kewajiban 

Pembayaran Utang 

(PKPU)
	menjelaskan 

dan 

menganalisis 

tentang akibat 

hukum PKPU 

dan 

membandingka

n dengan 

kepailitan
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Akibat hukum terhadap 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU)
	5%

	14
 
	Sub-CPMK-14:

Mahasiswa mampu Mengetahui dan 

memahami tentang 

perdamaian dalam 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 

(PKPU))
	menjelaskan 

dan 

menganalisis 

tentang 

perdamaian 

dalam PKPU dan 

membandingka

n dengan 

kepailitan
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	 a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
-
	Perdamaian dalam Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
	       5 %

	15
	Sub-CPMK-15
Mahasiswa mampu Menguraikan

Mengetahui dan 

memahami tentang 

berakhirnya 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 

(PKPU)
	menjelaskan 

tentang 

berakhirnya 

Penundaan 

Kewajiban 

Pembayaran 

Utang (PKPU) 

serta 

membandingka

n dengan 

berakhirnya 

kepailitan.
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU)
	5%

	16
	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester
	


             Tegal, 26 Juli  2021
Dosen Pengampu ,
